


kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak

anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. 

Oleh karena itu, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 

kelompok rentan, agar tiap Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menyediakan 

fasilitas sarana prasarana bagi kelompok rentan yang terstandar dengan 

jumlah yang cukup. 

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud sebagai acuan bagi 

Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar 

dapat menyediakan sarana prasarana bagi kelompok rentan.

2. Tujuan

a. Memastikan agar tiap unit penyelenggara pelayanan yang ada di 

Kementerian/Lembaga/Daerah memiliki sarana prasarana yang layak bagi 

kelompok rentan dikelola dengan baik;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit 

penyelenggara pelayanan pada Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap 

kelompok rentan;

c. Meningkatnya kepuasan masyarakat kelompok rentan sebagai pengguna 

layanan.

Surat Edaran ini memuat himbauan agar penyelenggara pelayanan yang 

ada di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota wajib untuk 

menyediakan sarana prasarana bagi kelompok rentan yang layak.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambapan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 );

7. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No.

3064/M.PPN/05/2006.

E. lsi Edaran

1. Kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten, dan Pemerintah Kota termasuk unit dibawahnya (Kantor 

Wilayah, Unit Pelaksana Teknis/UPT, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/

UPTD) dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a. Sarana prasarana bagi kelompok rentan antara lain terdiri dari:

1) Kursi roda/tongkat/krek;

2) Pintu masuk yang mudah di akses;

3) Jalan landai dengan pegangan rambat;

4) Lift khusus kelompok rentan dilengkapi huruf brai/e;

5) Selasar yang menghubungkan semua ruang;

6) Toilet khusus kelompok rentan;

7) Loket khusus kelompok rentan;

8) Ruang tunggu khusus kelompok rentan;

9) Guiding block khusus kelompok rentan;

10) Parkir khusus kelompok rentan yang mud ah diakses;

11) Alat bantu tunanetra, alat bantu tunarungu;

12) Arena bermain anak;

13) Ruang laktasi/menyusui;

14) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan 

(Petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).

b. Pembiayaan untuk pembangunan sarana prasarana yang layak bagi 

kelompok rentan dianggarkan tersendiri oleh unit pelayanan publik.

2. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pembinaan, pendampingan,
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